BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembagian kekuasaan merupakan jaminan tegaknya supremasi hukum

dalam kehidupan bernegara serta merupakan suatu yang dipersyaratkan untuk

dimuat dalam konstitusi negara.-Dalam—ketatanegaraan, pembagian kekuasaan
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memerlukan pemisahaan kekuasaan negara ke dalam organ-organ Eksekutif,
Legislatif dan Yudikatif. Kekuasaan Eksekutif bertugas melaksanakan undang
undang, kekuasaan Legistaif bertugas membuat undang-undang serta kekuasaan

Yudikatif bertugas mengadili terhadap pelanggaran atas pelaksanaan undang-

L Efi Yulistyowati, dkk, Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Repulik
Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Sesudah
Amandemen, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016, him 330



undang.? Dilain sisi, John Locke menyatakan bahwa cara untuk mencegah
terjadinya kekuasaan yang melebihi batas harus dilakukan pembagian serta
pembedaan pemengang kekuasaan dalam negara.® Hanya saja selain Eksekutif dan
Legislatif, John Locke menambahkan kekuasaan federatif untuk melakukan
hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Untuk itu, apabila dicermati,

pemikiran Montesquieu memiliki dasar yang sama dengan pemikiran John Locke,

yaitu pembatasan kekuasaan untuk-mengh ari_terjadinya pemusatan kekuasaan

‘ WERSlTAS ANDAL
pemerintahan y. u' besar menghasilkan ke 4

Satu prinsip. yang sanga 3 sep pembagian

kekuasaan, yait
merupakan prinsi . kekuasaan Legislatif,
Eksekutif, dan ikati : aling mengantrol satu sama
lain.* Kekuasaah it it i, bahkan dikontrol dengan sebaik-

baiknya, sehingga

ataupun prlbadl-ﬁ nv embaga-lembaga
c al S and

sangat diperlukan. Tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh
seseorang atau sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya

kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme

2 Sunarto, Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Masalah
Masalah Hukum, Jilid 45, Nomor 2, April 2016, him 158-159
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seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau
mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.®

Hampir semua negara yang ada di dunia menerapkan konsep Trias
Politica termasuk Indonesia. Untuk menentukan apakah sistem pemerintahan
Indonesia menerapkan konsep Trias Politica atau tidak, maka dapat dilihat dalam

konstitusi negara Indonesia yaitu UUD NRI 1945. Secara implisit dapat dikatakan

Politica yang diterapkart-dalam si intahs ’s.ﬁ idaklah murni.®

Sebelum amandemen, pembagi sistem pemerintahan Indonesia

tidak hanya Eksekutif (P dan Yudikatif (MA).

Selain 3 (tiga) fungsi te asaan Konslutatif
(DPA) dan Kekuasaan Eksaminatif (B an setelah amandemen, tidak

hanya Eksekuti (Presiden), Legislatif DPR, DPD) dan
1 Y', |

Setelah Fi "\/““‘" ilt prinsip checks

and balances ya ng d nyatakan ebagai salah satu tujuan
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perubahan UUM éas{penyelenggaraan

negara secara demokratis dan modern, melalui pembagian kekuasaan, sistem

Yudikatif (MA,

MK), namun kel

saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat
dan transparan.’ Salah satu tujuan perubahan UUD NRI 1945 adalah untuk

menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan

5 Ibid.

6 Efi Yulistyowati, dkk, Op.Cit, hlm 337
" 1bid.
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9 Sunarto, Loc.Cit., him 160-161



modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling

mengawasi dan saling mengimbangi (check and balances) yang lebih ketat dan

transparan, dan pembentukan lembaga lembaga negara yang baru untuk

mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.°

Beberapa bentuk checks and balances dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia yang telah dilakukan melalui amandemen UUD NRI 1945 berupa :!

a) Tidak ada_lagi—lembaga-yang diposisikan sebagai lembaga

) Presiden dipilih : oleh rakyat sehingga memiliki
| >

~ kedud
walaupun persg

) Kewe ndang ada pada DPR,
diperlukan. Ketika rancangan

ﬁ.__undang-un  tela jui oleh DPR bersama Pemerintah

dak disahkan oleh

Sid ,—-- itu sah menjadi
U 0.' mﬂlv..qullm! n. :

Op
d) Prdduk undaig ndang yangdikeltiarkan oleh DPR bersama

Presiden dapat dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui
mekanisme judicial review.
e) Pada saat terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara,

Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk memutuskan.

10 1bid.

11 Ni’Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT Rajagrafindo, Jakarta:2005, him 136



Sebagai konsekuensi negara demokrasi yang menggunakan prinsip checks
and balances, adanya perimbangan kekuasaan diantara cabang kekuasaan yakni
masing masing kekuasaan dapat diawasi kekuasaan lainnya (fungsi pengawasan).
Pengawasan vyaitu suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar
penyelenggara negara sesuai dengan rencana atau dapat diartikan sebagai suatu

kegiatan yang ditujukan untuk menjamin sikap pemerintah agar berjalan sesuai

dengan hukum yang berlaku.!2—Di—Indonesia, fungsi pengawasan secara
[VERSITAS ANDAJ 4 o=
konstitusional ﬁa can-fungsi yang melekat pada cabang k%ﬂ asaan Legislatif,

seperti yang tercantum dalam Pasz 945, Pengaturan lebih lanjut

fungsi pengawasan terda N ahi 014 Tentang Majelis

Permusyawarats an Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerg
Salah sat hﬂak dalam mellak: gsi pengawasan oleh DPR adalah

Hak Angket. 3/UU MD3 yang
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“Hak ,angket. :% aaa

berbunyi :

1 huruf b
adalah’ hak-DPR-R1; untuk me]ak v penyelid erhadap
pelaksan U Kuat atau”  kebijakan
pemerintah yang berkaitan dengan hal pentmg strategis dan
berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara yang diduga bertentnagan dengan peraturan
perundang-undangan.”

12 |bid, hlm 137



Hak angket ini merupakan wujud dari pelaksanaan fungsi pengawasan
terhadap cabang kekuasaan lainnya yang sesuai dengan prinsip checks and
balances.* DPR Rl menggunakan hak angket ini pada dasarnya untuk melakukan
penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah
yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.!* Namun,
polemik hukum baru kemudian terjadi dengan bergulirnya ide menggunakan hak
angket terhadap lembaga di lua

dikaji adalah Fan

Pemberantasan

alah satu problematika yang akan

erhadap Komisi
orupsi (KPK).un asi N penyidikan kasus

korupsi KTP elektronik ol

Keinginan DPR R
setelah pemeriksaan mantan apggota yam S. Haryani oleh KPK
terkait tindak ‘idana korups m onik. Hasil pemle iksaan tersebut
terungkap keterlib ’ .' pim / Novanto. Selain
\ V Jahwa mendapat
tekanan dari Komis i 111 l s 4@-- ~rlm @ kete ibatan politik negeri

- Gy EDJAJAAN ~G'5"\ .
ini dalam kasus tindak 'pidanaskérupsi KTP e Rik ¥ "Permasalahan berlanjut

dap KPK RI muncul

itu berdasarkan

saat Miryam tidak mengakui keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

terhadap dirinya oleh penyidik KPK dengan alasan bahwa penyidik KPK

13 May Lim Charity, Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14 Nomor 03,
September 2017, him 246-253
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menggunakan ancaman dan kekerasan yang menyebabkan Miryam merasa
tertekan.®

Dampak dari kejadian tersebut adalah hakim meminta kerjasama antara
Miryam dan penyidik KPK untuk memberikan keterangan masing-masing. Dalam
waktu bersamaan KPK memutar rekaman pemeriksaan Miryam sebagai upaya

KPK untuk membuktikan dan meyakinkan hakim bahwa tidak ada tekanan sama

sekali dalam proses pemeriksaa iryam—oleh_penyidik.!” Setelah itu, KPK
NWERSITAS ANDA -
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ersangka atas dugaar
tidak benar. Disisi-lain munc i DPR erhadap Miryam untuk tidak
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membeberkan kronologis tronik stersebut. DPR RI kemudian
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menetapkan Mi

meminta KPK untuk me adap Miryam, namun

permintaan tersebut tidak diindghk a DPR RI ménggunakan opsi
lain yaitu hak 'r,_llstitusional a Berupa ngket yang ditujukan kepada KPK

yang bertujuan nberikan rekaman

pemeriksaan terI]a ap-Miry

Pada tanggal:28-. e

erhadap Komisi

e
Pemberantasanm TKE elah. disahka altfi*Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR).!® Hal ini menimbulkan permasalahan hukum baru
yang kemudian terdapat perdebatan pro dan kontra mengenai penggunaan hak

angket DPR terhadap KPK baik secara substantif berkaitan dengan materi alasan

18 Ibid.
7 1bid.

18 |bid.
19 Ibid.



penggunaan hak angket maupun secara formil apakah KPK dapat menjadi objek
hak angket DPR atau tidak.

Hak DPR untuk melakukan angket terhadap KPK bertolak dari anggapan
bahwa kedudukan lembaga KPK yang dibentuk karena pelaksanaan suatu undang-
undang dan/ atau kebijakan Pemerintah.?® Akibat alasan tersebut, KPK diletakkan

sebagai organ yang berada dalam ranah Eksekutif karena KPK memiliki fungsi

SN NS

Sebagaimana dalam putusan tersebut selain adanya perdebatan perluasan
kewenangan hak angket DPR terhadap KPK, terdapat permasalahan lain yaitu

terkait dengan konstitusionalitas hak angket terhadap kedudukan lembaga KPK

20 1bid.
21 1bid.
2https://nasional.kompas.com/read/2017/06/20/16083891/empat.mahasiswa.ajukan.uji.materi.ke.

mk.terkait.hak.angket.dpr, diakses pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 09:23 WIB.
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yang independen. Dalam putusan tersebut, MK dengan tegas menyatakan bahwa

.23

“Menimbang bahwa oleh karena KPK merupakan lembaga
yang berada di ranah Eksekutif yang melaksanakan tugas
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara
tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan
kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan, bahkan dengan
mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk
mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan
secara efektif, efisien, dan optimal, maka dapat disimpulkan
dengan sendirinya bahw dapat menjadi objek dari hak
DPR 4§ Apé Dengan

"""" m-melaksanakan fungsann a, DPR
dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya terma uk hak
angket terhadap KPk s, pada hal-hal yang
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selain pelaks keWenanganyyang berkaitan
! vudisialn alidi

dengan tuga 1‘ yudisialnya (penye idikan,

penyidikan, d

Hakim Konstitusi yang:_mm_r_lyat nenolak permohonan yakni Arief

Hidayat, AnwarjUsman, ahan ' Sit ahiduddin Adams

V ratl | Dewa Gede

Palguna, Saldi lsi - Su at -.. -J‘ senting a inion yang menilai
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seharusnya MK\m& ) _perma pna\

dibacakan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul disebutkan KPK sebenarnya

dan 4 (empat) Hak

_ﬁainfpﬁrtimbangan yang

dianggap sebagai lembaga Eksekutif yang menjalankan fungsi penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi.?® Meski lembaga KPK bersifat

independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, menurut Mahkamah,

23 Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

24 https://www.hukumonline.com/berita/baca/It5a7cb4410eal6/tok-uji-hak-angket-kpk-ditolak--
skor-5-4, diakses pada tanggal 1 Maret 2019, Pukul 09:48 WIB

25 Dissenting Opimion Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017.
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hal tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum bagi KPK untuk tidak disebut
sebagai lembaga pemerintah, sehingga tidak masuk ke ranah objek hak angket
DPR.% Secara tekstual KPK merupakan lembaga Eksekutif pelaksana UU (UU
No. 30 Tahun 2002) di bidang penegakan hukum, khususnya pemberantasan
tindak pidana korupsi.?’

Untuk itu, DPR sebagai wakil rakyat berhak meminta pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan kewenangan—KPK-sesuai_dengan peraturan perundang-
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penyelidikan, penyidikan, penufityt

tetapi dalam menjalankan

fungsi pengawasan, ang dilakukan terhadap

pelaksanaan tugas dan ke ugas fan kewenangan

ga Hakim Konstitusi | Dewa
Gede Palguna, ¢ al_di Isra, dan SHhartoyc dapat bahwa KPK tidak seharusnya
menjadi objek ndependen yang

bukan berada dalam‘eabang

Lain hal dengan Maria @"'-""@'- bahwa independensi suatu
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lembaga negara dapat’ dilihat="dari 2 hal ; “Pertanta) “le

independen secara kelembagaan yang berarti tidak dibawah kekuasaan maupun.

q D>
Dpaga negara yang

Kedua, lembaga negara yang independen secara fungsi dan kewenangan yang

artinya tidak ada campur tangan dari cabang kekuasaan manapun dalam

2 |bid.
27 |bid.
28 |bid.
29 |bid.
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menjalankan fungsi dan kewenangannya.3* Hakim Maria Farida kemudian
menegaskan hak angket sebagai fungsi pengawasan DPR dapat dilakukan
terhadap KPK karena KPK merupakan lembaga pemerintah yang memiliki ciri
independen yang dimaknai dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi dan
kewenangannya. Akan tetapi, walapun KPK merupakan lembaga pemerintah
dalam artian termasuk ranah Eksekutif, KPK tidak bertanggungjawab langsung

kepada Presiden sehmgga tidak ikan_KPK sebagai objek dari hak

angket.

tentang  keberadaan dga wnegara indeépenden dalam

tetapi termasuk K K64 egara penunjahg-yang memiliki sebagian
fungsi Eksekutif yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sehingga pada
akhirnya DPR dapat mengawasi KPK melalui fungsi pengawasan yang

dimilikinya.

31 1bid



B. Rumusan Masalah
Mengacu pada latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian
ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana analisis mengenai kedudukan KPK dilihat dari Putusan
Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket DPR
Terhadap KPK dalam persfektif perkembangan sistem ketatanegaraan di

Indonesia ?

NWERSITAS ANDA
rapan fungsi pengawasan’

2. Bagaimg p KPK setelah
Putusan
C. Tujuan Pe 1Tltian

Berdasarkan ‘pokok , penelitian ini

bertujuan sebaga
1. Untuk men Alhiana ¢ i kedudukan KPK dilihat
7 Tentang Hak

perkembangan

pengawasan DPR
terhadap KPK setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No0.36/PUU-

XV/2017.



D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diambil dari peulisan ini antara lain adalah:
1. Manfaat Teoritis
a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan berpikir
penulis serta melatih kemampuan dalam melekukan penelitian secara

ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk lisan.

AAAAA ahuan_khususnya di bidang hukum itu

NWERSITAS ANDA
un—penegakan hukum pada | a, serta dapat

perkuliahan dan

a) Bagi . 3 : ng ilmu hukum,

khususnya hukum tata negara dalam hal  kewenangan fungsi
pengawasan DPR terhadap lembaga negara independen yang ada di
Indonesia.

b) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

informasi mengenai hal-hal yang berhubungan tentang ketatanegaraan



khususnya tentang fungsi pengawasan DPR terhadap lembaga negara

independen yang ada di Indonesia

E. Keaslian Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi

dan penelusuran kepustakaan di Magister Kenotariatan dan Magister Iimu

Hukum Universitas And n judul “Pengawasan Dewan

WERSITAS ANDAL 4
Perwakilan w erhadap Komisi

intasan Korupsi (KPK)

e : 1‘\
Setelah PuIJ’rsan Mahkamah_k PUU-XV/2017” belum pernah

Sissyang berkaitan dengan Lembaga

ﬁha
”~ NN

dilakukan. \I;:amun pe

KPK dan fungsi pe dan Legislatif, tetapi

permasalah aitu:

N serta bidang kaji

1. Tes "_,;_Melani Darnii i Magister llmu. Hukum Program

Pascas , dengan Judul :

\. rsar
g’

“IMPL
PEM = AS A \ In. m@‘"t KORUPSI”. Adapun

‘
pem € b M

a. Bagaimana tinjauan  tentang  implementasi  fungsi

KPK DALAM

pencengahan KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenang
pencegahan Kkorupsi sesuai yang diamanatkan Pasal 13
Undang Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



b. Tinjauan mengenai kendala yang dihadapi oleh KPK dalam
melaksanakan tugas dan wewenang tersebut.
2. Tesis Vynta Nurul Atika, mahasiswi Magister IImu Hukum, Program
Pascasarjana Universitas Andalas Tahun 2010 dengan judul
“PENGGUNAAN HAK INTERPELASI OLEH DPRD KOTA

PADANG SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP

KEBIJAKAN WALIKG PADANG TAHUN 2010”. Adapun
NIVERSITAS AND A

pe angdikaji dalam tesis tersebu

F Bagaimana..pe interpelasi oleh DPRD kota

b

sebagai fungs

Pada

b. Bags anaan hak interpelasi

DPR Kota Padang

’

_ terhadap kebijakan intah Kota Padang.

Dari ke(iu V pirbedaan dengan

penelltla g ada ’V dalam .1.1-
”I memiliki-pe u:ia an-yang berbeda dengan

penelitian  sebelumnya. Pada penelitian  sebelumnya,

pembahasannya adalah bagaimana KPK melakukan
pengawasan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi. Sedangkan pada penelitian ini yang akan dijelaskan
adalah bagaimana penerapan fungsi pengawasan yang

dimiliki oleh DPR terhadap KPK.



b. Peneitian ini sama-sama mengangkan fungsi pengawasan
yang dimiliki DPR. Jika pada penelitian sebelumnya fungsi
pengawasan terfokus pada hak interpelasi, maka penelitian
ini terfokus pada fungsi pengawasan DPR secara umum dan
hak angket sebagai instrumen fungsi pengawasan yang

dimiliki oleh DPR.

— NWERSITAS ANDA
F. Kerangka tis.dan‘Kerangka Konseptua

LAS’??

>=7f

=

1. Kerangk A Teoritis

-~ o~

Dalam melakukan Jtuhkan teeri yang berguna sebagai
PN gy
. | ~ ~~ g 1
pisau analisis dalg i digunakan untuk

1)

menerangka

“atau menjela pesifik atad proses tertentu

terjadi, kem (’j_j_an teori itu_ Jan menghadapkan pada fakta-fakta

yang menun \ , ukkan bangunan
berfikir yanq -.\/__..u- ums (kenyataan)
dan juga simbolis.. Sela *QA l.u‘g egri dibangun dan

dikembangkan melalui re 1 dan dimakStdkan trittik-menggambarkan dan
menjelaskan suatu fenomena.*

Sebagai penelitian hukum, maka teori yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah teori hukum. Teori hukum adalah studi tentang hukum

yang bukan sebagai sarana untuk mendapatkan kemampuan profesional yang

32 Otje Salman, Teori Hukum: mengingat, mengumpulakan dan membuka kembali, Rafika
Aditama, Jakarta, 2004, him 21.
33 Ibid, him 22.



konvensional.** B. Arief Sidharta mengatakan teori hukum adalah disiplin
hukum yang secara kritikal dalam perspektif interdispliner menganalisis
berbagai aspek gejala hukum secara tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik
dalam konsep teoretikanya maupun dalam pengelolaan praktikalnya, dengan
tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang

lebih jernih atas bahan-bahan hukum yang tersaji.®

Maka untuk membantu-penutis-menjawab permasalah dalam tulisan

N\VERSITAS ANDALAS
akai beberapa teori yaitu: 3

baik bagi warga mas ! dministrasi Negara

itu sendiri.3®

diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau
diperintahkan.®” Sondang P. Siagian menyatakan pengawasan merupakan

proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin

34 A’an Effendi, dkk, Teori Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, him 94.

% Ibid.
% SF. Marbun dkk, 2001, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UIl Press,

Yogyakarta, him 264.
87'S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, him 84.



agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana
yang telah ditentukan sebelumnya.®

Pengawasan administrasi meliputi seluruh kegiatan pada unit
organisasi pada semua tingkat, agar keputusan yang dibuat (dalam bentuk
rencana) sungguh-sungguh dijalankan sesuai dengan kebijakan yang telah

ditentukan sebelumya.®® Pengawasan itu menurut Prajudi Atmosudirjo dapat

bersifat:*°
NlVERSlTAS ANDA -
F of amana yang menj hﬁﬁ

sasaran adalah

= efektivita dan
\
2. Yuric

anas-tujuannya | adalah untuk
D

men

3. Ekonomis, fbilame adi sasaran ladalah efesiensi

dan teknolagi <

aSaran atau tujuan

Dalam . .’&% 4

i Ksudda ‘o. erhadap tindakan
o g m jayv p

1S
pemerintah adalah upaya prev/n—tﬁt agfar\pemerlntah dalam menjalankan

/BANG

aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, dan juga sebagai upaya reprfesif
untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran terhadap
norma-norma hukum.*! Secara hukum administrasi negara P. Nicolai mengatakan

bahwa sarana penegakan hukum administrasi negara dapat berupa pengawasan

% Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, him 112.
3 1bid.

403, Prajudi Atmosudirjo, Op. Cit, him 85.

4 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, him 296



organ pemerintah untuk dapat melaksanakan ketaatan beradasarkan undang-

undang yang ditetapkan secara tertulis yang disertai dengan sanksi.*?

Menurut Paulus E. Lotulung, pengawasan secara hukum administrasi

negara dapat ditinjau dari beberapa pendekatan, yaitu:*3

1) Pendekatan dari segi kedudukan dari badan/organ yang

melaksanakan kontrol terhadap badan/organ yang dikontrol, yaitu :

. berarti pengawasan

oleh organ/lembaga yang secara

ingkung pemerintah.
~ 1.

itrol eksternal, berarti pengawasan

au lembaga yang secara

diluar pemerintaha

pengawasan

keputusan/kebijakan pemerintah.

b) Pengawasan/kontrol a-posteriori, pengawasan yang
dilaksanakan setelah dikeluarkannya

keputusan/kebijakan pemerintah.

“2 1bid
“3 1bid, him 296-297



3) Pendekatan dari segi objek yang diawasi, yaitu :

a) Pengawasan/kontrol hukum, pengawasan atas
kebijakan pemerintah yang dilihat dari nilai nilai
hukumnya saja (legalitas)

b) Pengawasan/kontrol kemamfaatan, pengawasan
yang bertujuan untuk menilai benar atau tidaknya

itu dilihat dari segi

b) Teori New S

Sebagai la cocok untuk
memposisikan { i tis i negara independen dalam
struktur ketata i Indonesi i : akan eori The New
Separation of Pa mbang Di Amerika

as the Federal Reserve Board. Complexity is compounded by the
wildering institutional dynamics of the American federal system.
The crucial question is not complexity, but whether we
Americans are separating power for the right reason.”

Pemisahan kekuasaan pada sistem ketatanegaraan Amerika Serikat
setidaknya terdiri dari lima cabang; Dewan Perwakilan, Senat, Presiden,

Mahkamah Agung, dan lembaga independen seperti Federal Reserve Board.

4 Gunawan A. Tauda, Komisi Negara Independen, Yogyakarta: Genta, 2012, him 68-69



Kompleksitas ini diperdalam dengan adanya dinamika perluasan sistem
kelembagaan negara pada tingkat federal. Pertanyaan krusialnya bukanlah pada
kompleksitas, tetapi apakah kita telah memisahkan kekuasaan untuk alasan yang
tepat.*®

Bruce Ackerman mengidealkan bahwa bentuk terbaru dari paham

pemisahan kekuasaan modern tidak lagi terbatas berdasarkan pemisahan tiga

fungsi saja sebagaimana dikehendaki-eleh-Meontesquieu. Berdasarkan pemahaman
— NWERSITAS ANDALA
ini, Ackerman mengatakan-cabang-cabang kekuasaan

a/ra/ﬂ daknya dengan

tegas dilihat berdasarkan mode ang dalarﬁ" onteks Amerika

Serikat terdiri dari cabang ‘of'Representatives, Senate, Presiden,
‘ ~ T~

~N NN

dan ca
ntuk itu, lembaga/ko dependen difIndonesia dapat
di luar ranah !m asaan asli, dan secara institusional

dapat dipolaka \ m grdasarkan  jenis
kelembagaannya. ._v., Rendapat Peter L

Strauss yang men) @n D3 ' ntuk me a -J‘L- ukan suatu lembaga

Z \(\<13J/\a’AAN Cc’\
; ‘ il A D
negara, bisa menggunaka Ua) pendekata ith dekatan formal dan

Supreme Cour ncies| (komisi negara

independen).*

dikatakan berada

fungsional. Melalui pendekatan formal selanjutnya Peter L. Strauss menjelaskan
bahwa kedudukan suatu lembaga negara dapat ditentukan dengan cara melihat

peraturan perundang-undangan pembentuknya, sedangkan pendekatan fungsional,

 1bid.
% 1bid., him 70



kedudukan suatu lembaga negara dapat ditentukan melalui fungsi yang dimiliki

oleh lembaga tersebut..*’

2. Kerangka Konseptual
a) Pengawasan

Pengawasan (controlling) yaitu suatu kegiatan yang ditujukan

NWERSITAS ANDALA
pemerintahan, pengawasat

negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan
agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-

norma hukum, dan juga adanya jaminan terhadap masyarakat dari

" 1bid., him 71

4 Irfan Fachruddin., Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, P.T.
Alumni Bandung, 2004. Him. 88

49 Ibid.

%0 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2006. HIm 315.

51 |bid



tindakan-tindakan pemerintahan sebagai konsekuensi konsep negara
kesejahteraan.?> Campur tangan pemerintah yang sangat luas dalam
kehidupan masyarakat seperti bidang politik, agama, sosial, budaya, dan
sebagainya, perlu adanya perlindungan kepentingan masyarakat yang
diimplementasikan dalam bentuk pengawasan terhadap kegiatan

pemerintah.

-".\PT("K ;
Undang-Undang Nomor 30 Tah

Tindak Pidana Korupsi. Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian
dari agenda terpenting dalam pembenahan tat a pemerintahan di Indonesia.

Kehadiran KPK dilatarbelakangi karena rendahnya kepercayaan

52 1bid, him 316

53 Jimly Asshiddigie, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarat:
Sinar Grafika, 2010, hIm 10

% 1bid., him 12



masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum yakni Kejaksaan dan
Kepolisian dalam memberantas korupsi.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan suatu lembaga negara

yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen

Undang-Undang

Tindak Pidana

terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

KPK dapat dikategorikan sebagai badan khusus yang diberi
kewenangan yudisial seperti, Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara, khususnya perkara

korupsi. KPK tidak sepenuhnya bersifat ad hoc, karena menurut United

% |bid., him 194-195

% |bid.
% 1bid.



Nations Convention Against Corruption (Pasal 6) yang sudah diratifikasi
Indonesia, ada yang bersifat permanen dan ada bersifat sementara.®®
Kewenangan KPK yang bersifat permanen adalah kewenangan untuk
mencegah korupsi sedangkan kewenangan KPK yang bersifat sementara
ialah tindakan yang represif, seperti penyidikan dan terutama penuntutan.>®

Pembentukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dimaksudkan untuk

memerangi  korupsi kali ptuk-—_menjawab  tantangan  ketidak
WERSITAS ANDA -

berdaya rFét_ dilan pidana di ﬁr secara resmi

dibentuk "dengan adanya 0 Tahun 2°2 dan setelah

terpilihnya pimpi ada-tanggal,16 Desember 2003.%°

‘ ~ AN
Dewan RPerwakilan Rakyati(

I al_am BAB | Kéféntuan , Pasal 1 Ayat (2) UU MPR, DPD,

DPR, DF \ - ‘ / lan Rakyat yang
selamutn* v kYat sebagaimana
dimaksud_o @.. ng leg

U
Tahun E@\T alam  Pasal "6 R—merupakan lembaga

a*Republik Indonesia

perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.
Kelembagaan DPR diatur Dalam Bab VI Pasal 19, Pasal 20, Pasal

21, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dalam Pasal 20

ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat

memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Maka dengan

%8 1bid.,him 198-200

% Ibid.

O1bid.



kekuasaan tersebut memberikan peluang DPR mempunyai keleluasaan
untuk melahirkan sebuah produk hukum yang lebih menguntungkan bagi
anggota DPR untuk kepentingan politik bukan untuk kepentingan rakyat.
Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan DPR merupakan lembaga
perwakilan rakyat dan berkedudukan sebagai lembaga negara yang

memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang.

NWERSI’I‘AS ANDA
anggaran dan pengawasan. B

dengan kinerja nyata dari DPR, seperti yang tertulis dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan, DPRD
yang selanjutnya akan disingkat MD3. Dalam Pasal 69 Ayat (1) dijelaskan
bahwa DPR mempunyai fungsi anggaran, pengawasan dan fungsi legislasi.

Fungsi legislasi adalah DPR mempunyai kekuasaan memebentuk undang—

61 Ni’matul Huda,UUD 1945 Gagasan Amandemen Ulang, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, him .288.



undang, fungsi anggaran adalah DPR membahas dan memberikan
persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan
undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden, sedangkan
fungsi pengawasan adalah DPR melaksanakan pengawasan atas

pelaksanaan undang-undang dan APBN.52

d) Mahkamah Konstitusi

Perubah Fi_ :

kekuasaan kehakiman ha

embaga cabang

onstitusi sebagai salah satu

AAA

pelaku Kekuasaan lam sistem ketatanedaraan Indonesia.
‘ it Y oY

N NN

Pembentukan Ma ’asal 24 ayat (2) UUD

NRI 194 ', yang berbunyi

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ”

Menurut Pasal 1 Undang-undang No.8 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Undang-undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi

62 |bid., him 116



memiliki beberapa tugas dan wewenang yang diembannya dalam ranah

lembaga peradilan. Wewenang ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD

NRI 1945, yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,

holitik  dar

san atas
dugaan

N menurut

' N
Undang-Undang Dasar. ”

Dalam prakteknya hak menguji ini dikenal dua macam hak menguji yaitu:

Pertama, Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai suatu produk

Legislatif seperti undang-undang, misalnya terjelma melalui cara-cara

sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan



berlaku atau tidak.®® Pengujian formal biasanya terkait dengan soal-soal
prosedural dan berkenaan dengan legalitas institusi yang membuatnya.®* Kedua,
Hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi
apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi derajatnya serta suatu kekuasaan tertentu berhak

mengeluarkan peraturan tertentu. %

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum berguna untuk mendapatkan

informasi dari berbagai aspek mengenai berbagai isu yang sedang

63 Fatmawati, Hak Menguji yang dimiliki hakim dalam sistem hukum Indonesia, Rajawali Pers,
Jakarta, 2005, him 5

%4 1bid

% 1bid, him 6

% Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik, Rajawali
Pers, Depok, 2018, him 148.
%7 1bid.



dicoba untuk dicari jawabannya.®® Penelitian ini menngunakan
jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah
penelitian hukum kepustakaan.®® Pada penelitian normatif ini,
adapun pendekatan yang digunakan adalah:

1) Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah

peraturan_perundang-undang-dari norma yang paling tinggi

N\VERSITAS ANDALA -
npai-yang terendah, yang berkaitan 71 ewenangan hak

~angket yang..d P bentukan dan

b

Pendekatan fini® d gan melakukan telaah pada

serta p

~ kedud en yang ada di Indonesia.

2) Pende

“___kasus-kas ¥dng be dengan isu hukum yang dihadapi.

us yang telah

\ uv» nrukum tetap. Hal
'@ %n..- an_ tersebut adalah

um.j 1akim  untuk mpai*-pada suatu keputusan
sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam
memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3) Pendekatan Konseptual (conseptual approach)
Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

88 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, him 93.
% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2014,
him 23.



Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap
pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat
menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika
menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin
akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-

pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang

relevan de
r AS
1 l WERSIT ANDALAS 7,ﬂ

rat penelltla an nakan adalah bersifat deskriptif, yaitu
lar ~ |
enggamb iah berdasarkan pelnasalahan yang
PN gy |
Lo TR W
dikemuka erhadap KPK Setelah

F :tusan Mahkamnia U -XV/ZQ 7.

’

2. Jenis D¢

Pada [ie -.\/_,..a. ipakan data dasar
yang dalam ¢ ene Ir "m a ai, data sekunder.”
Adap er d 1"7" u:

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri
dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan

7 Ibid, hlm 24.



hakim.”* Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam
penelitian ini adalah :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan

Konstitusi RIS Menjadi UUDS RI

g Hukum Acara

B
L ~ Pidana

6) 'Undan- ndang 9 Tahun 19,_.9.9\' ang Hak Asasi

LIndz J 02 Tentang Komisi
}\
e >

Pemberan asan, ....-ﬁl—'m orupst.

%’-ﬁ, : dang No. 24 E-.ﬁiﬁ entang Mahkamah

Konstitusi.

9) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik
10) Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 Tentang MPR,DPR,

DPD dan DPRD (MD3).

1 peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, him 141.



11) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017
Tentang Hak Angket DPR Terhadap KPK
12) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No. 1 Tahun 2014

Tentang Tata Tertib.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder-berupa-pL blikasi tentang hukum yang bukan

WERSITAS ANDALA
. en-dokumen resmi yang-me i buku-buku teks,

kr!s,l;éihush kum

c. Bahan Huk ‘

-
qun penjelasap te !!
3. Teknik Dokun

Teknik _dokume -@lb-mﬂm adala _studi kepustakaan

deng mempelajal I'sis bahan dan

literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan

Bahan hu emberikan petunjuk

prir'ne:.r dan bahan hukum

sekund er, seperti D, ensiklopegia.

selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum.

72 |bid.
7 Ibid, hlm 32.



4. Pengolahan dan Analisi Bahan Hukum
a. Pengolahan Data
Setelah mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dan
berbagai data yang diperoleh dari penelitian kemudian dilakukan
pengolahan data dengan melakukan proses editing, yaitu proses
pengeditan terhadap data ataupun bahan yang diperoleh sehingga

menghasilkan _penulisan a-yang_lebih sederhana dan mudah

ALAs

:

f, yaitu analisis

snya  dijabarkan

arya tulis ilmiah



